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[ Pengantar Redaksi ]—

Pembaca yang budiman,

urnal Co-Value volume Il nomor 1 edisi April ini menurunkan

dua belas tulisan, empat tulisan diantaranya antara lain :

“Konsep Penyempurnaan PSAK Bagi Koperasi Dalam Upaya

Mengantisipasi kebutuhan penyusunan dan penggunaan

L laporan keuangan Koperasi®, yang ditulis oleh Drs. Sukmahadi,

MSi — “Pengembangan Model SKIM Subsidi Pembiayaan

Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) melalui Koperasi®, ditulis oleh : Ir. Nurhayat Indra, MSc —

“Penguat Pembiayaan Koperasi : Membangun Kesadaran Berkoperasi dan

Memperkuat Usaha Anggota”, ditulis oleh Dr. Ir. H. Ery Supriyadi, MT dan

Paradoks Budaya dan Cooperativisme Bisnis Keluarga Etnis Cina

Perantauan, ditulis oleh Dr. Adeng Kasmiri, Drs., MSi. Selain itu masih

banyak tulisan-tulisan lainnya yang bermanfaat bagi pembaca redaksi
sajikan.

Pembaca yang berbahagia,

Menurut Drs. Sukmahadi, Msi. Ak. “Penerapan PSAK No. 27 di Koperasi
tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Hal ini seharusnya menjadi
pertimbangan bagi pihak terkait untuk dapat mengantisipasi agar dapat
mengatasi permasalahan di lapangan dengan menyusun Standar Akuntansi
untuk koperasi yang dapat dipahami oleh pengguna maupun penyusun
laporan keuangan Koperasi, agar dapat diimplementasikan dengan benar.

Ir. Nurhayat Indra, MSc, Membahas bahwa: Masalah perumahan dan
permukiman, terutama bagi masyarakat berpendapat rendah (MBR) dapat
dikurangi dengan cara melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam
pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro bersubsidi
perumahan, fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis
kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dengan melibatkan
Lembaga Keuangan Mikro termasuk koperasi. Untuk mengetahui lebih lanjut
tulisan lainnya, kami mempersilahkan pembaca untuk menyimak
keseluruhan ini Co-Value edisi ini.

Selamat Membaca.

Redaksi
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Penguatan Pembiayaan Koperasi : Membangun Kesadaran Berkoperasi dan
Memperkuat Usaha Anggota

Oleh : Ery Supriyadi R.

Abstrak
Kondisi koperasi masih marjinal dan tertinggal dalam perekonomian, walau terdapat
pula beberapa koperasi yang berprestasi pada tingkat wilayah dan nasional.
Pertumbuhan dan perkembangan koperasi sangat berhubungan erat dengan akses
pemasaran, akses informasi, dan akses permodalan, kemampuan SDM dalam
mengelola koperasi. Salah satu titik kunci tingkat perkembangan koperasi berada
pada upaya penguatan pembiayaan koperasi dalam rangka meningkatkan
kemampuan permodalan koperasi dalam mendukung kegiatan usaha anggota dan
koperasi. Globalisasi menempatkan koperasi diminta untuk mampu bersaing dengan
pelaku ekonomi atas mekanisme pasar bebas, sementara itu peluang dan informasi
pasar sering asimelris terhadap koperasi, bahkan terdapat beberapa indikasi
sejumiah kebijakan menjadi inhibitor bagi koperasi. Isu utama dalam kaitan ini adalah
bagaimana proses memperkuat pembiayaan koperasi dan dimana lokasi penguatan
koperasi.
Tulisan ini mencoba menguraikan kerangka kebijakan pemerintah dalam
menumbuhkembangkan koperasi m elalui skim pembiayaan koperasi. Pendekatan
normatif maupun praktek penguatan koperasi dalam pembiayaan koperasi dijadikan
bahan kajian dan sebagai proses pembelajaran yang snagat berarti.
Penerapan skim penguatan pembiayaan yang seragam dapat berdampak
mempertajam kesenjangan pengembangan koperasi antar lokasi, antar daerah, atau
antar koperasi, mengingat setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda
berkait dengan desentralisasi. Walaupun demikian, penguatan pembiayaan koperasi
berdampak positif bagi koperasi, sehingga peran proaktif pemerintah pusat dan
daerah masih menjadi indikator kunci bagi penumbungkembangan koperasi.
Penguatan pembiayaan koperasi harus membuat koperasi memiliki kemandirian,
sehingga hal -ini perlu didukung dengan upaya menggalakkan pemahaman,
konsepsi, dan komitmen terhadap koperasi sebagal lembaga sosial ekonomi
sekaligus badan usaha terhadap segenap kelompok masyarakat. Fasilitasi atau
dukungan pembiayaan koperasi tidak meninabobokan anggota maupun koperasi,
atau juga berarti tidak ada praktek fasilitasi yang hanya dinikmati untuk keuntungan
pengurus.

Keywords : Penguatan, Pembiayaan, kemandirian,Pertumbuhan, Koperasi.

KOPERASI DAN TANTANGANNYA

Tahun 2010 Kementrian Koperasi & UKM dan Dewan Koperasi Indonesia
(Dekopin) menyatakan tahun kebangkitan koperasi, meskipun secara aktual, koperasi
masih dalam kondisi marjinal dan tertinggal, tetapi juga terdapat beberapa koperasi
yang berprestasi pada tingkat wilayah dan nasional. Pengalaman dan penelitian
menunjukkan bahwa kelemahan pertumbuhan dan perkembangan koperasi
diantaranya menyangkut akses pemasaran, akses informasi, dan akses permodalan,
kemampuan SDM dalam mengelola koperasi. Salah satu titik kuncinya berada pada
upaya penguatan pembiayaan koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan
permodalan koperasi dalam mendukung kegiatan usaha anggota dan koperasi. Jika
koperasi kuat dalam permodalan, diharapkan mampu memperkuat struktur modal
dalam mendukung jalannya usaha anggota dan perusahaan koperasi. Pertanyaannya
yang muncul adalah bagaimana proses memperkuat pembiayaan koperasi, kegiatan
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apa yang dapat memperkuat pembiayaan koperasi, dan dimana lokasi penguatan
koperasi perlu dilakukan.

Fasilitasi pembiayaan koperasi merupakan salah satu aktivitas pembangunan.
Sementara itu, aktivitas pembangunan yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan
telah berdampak tidak langsung pada terjadinya kesenjangan sosial atau kemiskinan
secara tidak disengaja. Padahal apabila masalah kemiskinan terus dibiarkan akan
menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai kegiatan lain, bahkan terjadinya
disintegrasi sosial dan kerusakan lingkungan. Hal ini harus diwaspadai dan disikapi
secara arif melalui upaya mencari jalan keluar, di antaranya dengan penguatan
koperasi.

Aktivitas dan dinamika pembangunan dapat terlihat dari hasil dan dampaknya, di
antaranya ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran, kerentanan sosial
ekonomi, perkembangan kawasan, dan ketahanan pangan. Berikut ini disajikan
mengenai keempat indikator tersebut sebagai rangkaian fenomena yang
menggambarkan kondisi existing pembangunan.

Secara nasional terdapat lima
Pengangguran Terbuka Februari 2003 provinsi  tertinggi dari  tingkat
pengangguran terbuka (data tahun
2008), yaitu Jawa Barat, Jawa Timur,
Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan
DKl  Jakarta. Jika keadaan
pengangguran ini  disandingkan
dengan keadaan perkembangan
perkotaan secara nasional pula,
maka  akan nampak  bahwa
pengangguran pada kelima provinsi
ini menunjukkan hubungan yang
signifikan dengan struktur perkotaan.
Analisis tumpang (overlay) antara
keadaan pengangguran dan sistem
perkotaan menunjukkan korelasi
Gambar 1. Pengangguran Terbuka Februari 2008 yang kuat bahwa wilayah yang
semakin mengembangkan kawasan
perkotaannya ternyata diikuti dengan
I semakin meningkat pula angka
pengangguran terbukanya.

Selanjutnya hal yang sama juga
terlihat pada peta ketahanan dan
kerawanan pangan (tahun 2010)
dengan index kerentanan sosial
ekonomi (2010). Kedua peta ini
menunjukkan bahwa  sepanjang
pulau Sumatera, Jawa, Bali, Flores,
Sumbawa, Sumba, kepulauan
Maluku dan Papua  memiliki
kerentanan sosial ekonomi yang
tinggi diikuti dengan kerawanan
. pangan.

Gambar 2. Rencana Sistem Perkotaan Nasional
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Kedua feadaan o _atas

r = - . . . menjelaskan secara  gamblang
bahwa negeri kita, Indonesia
dalam keadaan rawan pangan,
rentan sosial ekonomi, terjadinya
pengangguran, kemiskinan.
Dengan kata lain bahwa terjadi
kerentanan dan kerawanan pangan
di perdesaan dan kemiskinan
perkotaan dalam pembangunan di
Indonesia saat ini, baik dalam
bentuk the abjective poor, the free
SRR  poor, the creative poor, atau the
Gambar 3. Ketahanan & Kerawanan Pangan 2009 unified  poor. Gambaran ini
memprihatinkan perkembangan
pembangunan, terlebih lagi jika
dikaitkan amanah UUD 1945 yang
mengisyaratkan upaya pencerdasan
kehidupan dan  kesejahteraan
masyarakat.

Di era reformasi saat ini,
koperasi mulai nampak terkebiri,
padahal sebelum UUD 1945
diamandemen, lembaga koperasi
mendapatkan pengakuan = penuh
secara konstitusional. Pertumbuhan
ekonomi cenderung diwarnai

= e — «##.4] dengan pola pikir dan pendekatan
Gambar 4. Peta Indeks_ Kerentanan Sosial Ekonomi intervensi pasar bebas yang

Di Indonesia menempatkan koperasi sebagai
aktor yang harus mampu bersaing bebas pula. Koperasi diminta untuk bersaing
dengan pelaku ekonomi atas mekanisme pasar bebas, sementara itu peluang dan
informasi pasar bersifat asimetris terhadap koperasi, bahkan terdapat beberapa
indikasi sejumiah kebijakan menjadi inhibitor bagi koperasi. Kecenderungan
liberalisasi ekonomi di perdesaan dan pertanian dilakukan lewat pencabutan subsidi,
keterbatasan sarana produksi, kurang tersedianya infrastruktur dasar (jalan, air,
tenaga listrik, dif), maupun produksi yang minim. Kondisi ini berindikasi adanya
proses alienasi terhadap koperasi. Jika dikaitkan dengan keadaan kerentanan sosek,
kerawanan pangan, kemiskinan, dan pengangguran, apakah ini merupakan hasil dari
proses amandemen tersebut.

Kalau diingat kembali saat krisis ekonomi tahun 1998, KUMKM (Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah) memegang peranan penting dalam nilai transaksi,
pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Peran KUMKM cukup
signifikan menjembatani pemulihan ekonomi menghadapi krisis. Namun demikian,
sepertinya habis manis sepah dibuang, ketika kondisi perekonomian mulai normal
kembali, sepertinya KUMKM kembali ke dasar kekumuhan dalam kondisi marjinal.
Pada saat krisis ekonomi dilakukan pemulihan dan penyehatan perbankan, tetapi
KUMKM kurang mendapatkan perhatian serius dibandingkan dengan sektor
perbankan. KUMKM nampaknya masih dipandang sebelah mata. Persoalannya
adalah apakah pemerintah masih memiliki commitment and political will secara
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konsisten dan kontinu untuk mengembangkan KUMKM ? Atau pengembangan

koperasi bagi pemerintah hanya merupakan slogan belaka demi capaian tujuan politis

semata?. Bagaimana pula mekanisme operasional otonomi daerah dalam

mengembangkan koperasi. Paling tidak terdapat beberapa isu kunci dalam penguatan

pembiayaan koperasi, yaitu :

1) Apa dan bagaimana kerangka kebijakan pemerintah bagi pertumbuhan dan
perkembangan koperasi

2) Sejauhmana skim pembiayaan koperasi ditempatkan sebagai strategi
pengembangan KUMKM

3) Bagaimana dampak berbagai variasi skim penguatan pembiayaan antar lokasi
atau tingkat pemerintahan daerah yang berbeda-beda.

4) Apakah penerapan strategi penguatan pembiayaan koperasi berdampak bagi
perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pertumbuhan KUMKM

5) Apakah otonomi daerah akan dapat memperbesar atau justru memperlemah
kondisi perkembangan KUMKM dan bagaimana pembagian peran pemerintah
pusat dan daerah bagi penumbungkembangan koperasi.

Tulisan ini mencoba deskripsi terhadap kelima isu dengan pendekatan normatif
dan berbasis pada pengalaman kebijakan maupun praktek penguatan KUMKM
sebagai suatu proses pembelajaran. Pada akhirnya tulisan ini mencoba memberikan
pemikiran dan solusi alternatif dalam upaya memperkuat pembiayaan koperasi.

KEGIATAN KOPERASI : INISIASI DAN DAMPAKNYA

Koperasi bercirikan dual identity, yaitu anggota koperasi bertindak sebagai
pemiliki sekaligus sebagai pelanggan. Kegiatan koperasi diawali dari inisiatif dari
segenap sumber daya koperasi untuk memenuhi kebutuhannya secara efektif dan
efisien.  Inisiatif organisasi dan usaha koperasi secara normatif seharusnya
direncanakan dengan tepat dan benar. Paling tidak terdapat tiga komponen utama
dalam kegiatan koperasi yaitu keusahaan, keanggotaan, dan kepengurusan. Kunci
dari tercapainya inisiatif kegiatan koperasi adalah kesadaran untuk berperan dari
segenap elemen sumberdaya manusia di koperasi dengan memanfaatkan seoptimal
segenap sumberdaya internal maupun eksternal bagi kepentingan bersama. Semakin
tinggi tingkat kesadaran untuk berperan akan semakin banyak inisiasi kegiatan
koperasi dan semakin tinggi kegiatan koperasi yang ditunjang oleh perencanaan
usaha koperasi yang komprehensif. Keadaan ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif
secara penuh anggota, manajemen, dan pengurus koperasi, rasa kepemilikan
anggota terhadap koperasi yang tinggi, pengurus maupun anggota bermotivasi untuk
mencapai tujuan bersama secara optimal, dan bersikap empati dalam setiap
momentum kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi yang berbasis pada kesadaran
untuk berperan ini akan menumbuhkembangkan koperasi dan para anggotanya,
adanya kolaborasi dalam pengelolaan koperasi secara efisien dan efektif, peningkatan
kapasitas internal koperasi, dan terjalinnya jaringan usaha koperasi dalam mengakses
pasar. Kegiatan koperasi yang bermanfaat akan berdampak bagi komunitas anggota
koperasi, pengelola, pengurus koperasi, dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan
koperasi yang bermanfaat seperti ini akan memberikan umpan balik terhadap
kesadaran berperan yang semakin besar dan meningkat sejalan dengan
berkembangnya koperasi.

Kegiatan koperasi yang berbasis pada kesadaran untuk berperan pada akhirnya
akan berpengaruh pula terhadap interaksi koperasi itu sendiri secara internal dan
eksternal dalam berbagai fungsi manajemen maupun bisnis koperasi. Hal ini berkait
dengan kemampuan koperasi melakukan kerjasama, partisipasi dengan berbagai
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variasinya, adanyanya saling kepercayaan, dan memunculkan adanya hubungan
saling ketergantungan antar pihak yang berkepentingan dalam kegiatan usaha dan
organisasi koperasi. Kondisi ini akan memperluas interaksi koperasi guna mengakses
berbagai peluang pasar, informasi, teknologi, keuangan. Interaksi secara internal dan
eksternal dari kegiatan koperasi pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran
anggoat untuk berperan atau menarik minat orang untuk menjadi anggota koperasi.
Sebaliknya jika salah satu atau dari keempat komponen interaksi mengalami
kemunduran, maka diikuti dengan turunnya kesadaran untuk berperan terhadap
koperasi.

PERMASALAHAN DAN SCARCITY KOPERASI

Koperasi dihadapkan kepada keterbatasan struktural dan tantangan kultural. Nilai
solidaritas, gotong royong, dan silih asih dalam masyarakat mulai mengalami
kegamangan sejalan dengan masuknya modernisasi dan keterbukaan informasi serta
globalisasi. Koperasi ditempatkan sebagai lembaga yang sejajar dengan BUMN,
BUMS dalam percaturan perekonomian nasional, sementara kemampuan koperasi
dalam gerak dan layanannya masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan bagi
pemenuhan kebutuhannya, yaitu keterbatasan permodalan, pemasaran, lemahnya
kompetensi SDM, dan lemahnya jaringan usaha dan informasi dalam menunjang
interaksi bisnis koperasi. Padahal secara konstitusional dan kebijakan (RPJMN dan
RPJPN), koperasi tercatat sebagai sektor/badan usaha yang diharapkan mampu
memperluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan mengentaskan
kemiskinan.

Data menunjukkan (Deptan, 2004; Kemenegkop &UKM, 2004) bahwa KUMKM
menjadi katup pengaman dalam pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi terjadi.
KUMKM dan sektor pertanian berperan strategis dalam menggerak perekonomian
dan penyerapan tenaga kerja. Sektor ini juga memberi andil besar sebagai mesin
penggerak pembangunan, peredam gejolak perekonomian. menopang/penyangga
perekonomian nasional, dan menjadi sektor yang mampu mengentaskan kemiskinan,
memperkuat ketahanan pangan, dan menyerap lapangan kerja. Tidaklah dapat
dipungkiri bahwa KUMKM dan sektor pertanian memegang peranan penting dalam
pembangunan, walaupun pada saat krisis ekonomi terlampaui kondisi keduanya
kembali pada posisi “dilemahkan”. Sebenarnya peran KUMKM ini merupakan sektor.
yang terlalu berharga untuk diabaikan, sehingga penguatan pembiayaan koperasi
menjadi kebutuhan bagi pembangunan, bukan menjadi beban pembangunan.

Kinerja KUMKM dan sektor pertanian seringkali digambarkan sebagai sektor
inferior atau membebani pembangunan. Walau koperasi memberikan manfaat bagi
pembangunan, namun perlakuan dari pasar dan informasi yang asimetris
menempatkan sebagian besar koperasi pada posisi inferior dan marjinal. Keadaan ini
menjelaskan pengakuan yang relatif rendah terhadap keberadaan koperasi. Atau
dengna kata lain interaksi koperasi berada dalam kategori rendah, sehingga
kepercayaan terhadap koperasi berkurang, keaktifan anggota koperasi menurun,
transaksi bisnis koperasi menurun, kontribusi koperasi dalam pembangunan menurun,
dan munculnya ketergantungan koperasi terhadap program pemerintah atau
dikooptasi oleh sektor lainnya.

PERLUKAH PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI ?

Penguatan pembiayaan koperasi dimaksudkan untuk memfaslitasi kekuatan
organisasi dan usaha koperasi maupun anggotanya dalam rangka memperkuat akses
koperasi terhadap interaksi pasar, teknologi produksi , informasi, dan meningkatkan
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produktivitas dan kreativitas koperasi. Pertanyaannya adalah periukah penguatan
pembiayaan bagi koperasi, apa bentuknya, apa tujuannya, apa differensiasinya, dan
bagaimana mengefektifkan capaiannya.

Sebagaimana diketahui bahwa secara nasional terdapat 133.000 Koperasi, jutaan
petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang berusaha dan berperan aktif berkontribusi
terhadap pembangunan ekonomi. Jumlah UMKM, petani sebagai anggota koperasi
cukup besar ini membutuhkan modal untuk menjalankan usaha dan roda penggerak
ekonomi secara agregat. Mereka membutuhkan modal, akses pasar, akses
informasi, dan jaringan pasar. Mereka merupakan aset sekaligus potensi dalam
memanfaatkan dan mengolah sumber daya, sehingga mampu berperan sebagai roda
penggerak maupun mesin pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat lokal, wilayah,
maupun nasional.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan
kemiskinan. Realitas menunjukkan bahwa KUMKM mampu menyediakan lapangan
kerja bagi masyarakat. Data BPS (2006) menunjukkan bahwa 98 % tenaga kerja
diserap di sektor KUMKM. Hal ini berarti bahwa memperkuat koperasi melalui skim
pembiayaan yang optimal akan berdampak bagi kuat dan sehatnya koperasi.
Semakin mampunya koperasi menjalankan usaha dan semakin banyak menyerap
tenaga kerja, sehingga angka pengangguran aktual dapat ditekan di kawasan
perdesaan maupun perkotaan. Koperasi di perkotaan diharapkan mampu menjadi
katup pengaman guna mengentaskan kemiskinan kota, dan koperasi perdesaan
memperkuat ketahanan pangan disamping menurunkan kondisi kerentanan sosial
ekonomi.

Koperasi yang kuat bermakna bahwa usaha anggota koperasi dan
keanggotaannya semakin meningkat, sehingga penguatan pembiayaan koperasi
berarti adanya promosi usaha bagi petani, peternak, dan nelayan tergolong dalam
usaha mikro dan usaha kecil. Kuatnya koperasi berfungsi menjadi wadah
pengembangan bagi usaha mikro yang semakin berkembang menjadi usaha kecil,
dan selanjutnya menjadi usaha menengah. Tentunya pelayanan koperasi kepada
anggota-anggotanya diantaranya melalui pelayanan keuangan bagi peningkatan
pendapatan rutin dan layak usaha bagi anggota dan koperasi itu sendiri. Koperasi
berkembang secara simultan bersama perkembangan usaha anggotanya pula. Jika
koperasi kuat tetapi anggota koperasinya lemah berarti hanya pengurus dan
pengelola koperasi yang kuat; jika anggotanya mendapat layanan keuangan tetapi
koperasinya hancur berati anggota mematikan koperasinya; artinya terjadi kooptasi
satu pihak dengan pihak lainnya. Penguatan pembiayaan koperasi selayaknya
dimaknakan bahwa akses permodalan bagi koperasi memiliki daya dorong usaha
menjadi lebih baik dan progresif baik bagi anggota maupun perusahaan koperasi.
Secara nasional, pada tahun 2008 menunjukkan bahwa layanan bank hanya
menjangkau kira-kira 8 % (4 juta UMKM) yang tersebar di 10.000 desa , jumlah dana
perkuatan usaha yang diberikan baru mencapai 9% dari koperasi yang ada, baru
menjangkau koperasi namun belum menjangkau UMKM. Karena jumlah koperasi dan
UMKM yang sangat besar menjadi potensi pasar komoditas dan pasar uang. Jika
KUMKM tidak diberdayakan terdapat indikasi menyebabkan kemiskinan yang semakin
besar dan menjadi beban negera dalam jangka panjang.

Ketersediaan modal adalah keharusan untuk mendukung usaha. Modal
keuangan diperlukan sebagai faktor produksi sebagai pelancar, sebagai faktor kritis,
dan sebagai alat peningkatan kapasitas pelaku dalam mengadopsi teknologi .
Dengan demikian penguatan pembiayaan koperasi ditujukan untuk memfasilitasi
peran modal ini bagi perusahaan koperasi dan dukungan usaha anggota. Salah satu
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peran yang dilakukan adalah memposisikan koperasi sebagai Lembaga Keuangan
Mikro.

Peran kredit pada koperasi berkaitan erat dengan upaya untuk memperkuat
kelembagaan koperasi dalam akses permodalan. Beberapa menfaat kredit pada
koperasi meliputi membantu anggota dan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan
modal dengan bunga rendah, mengurangi anggota koperasi pada pelepas uang,
memperbaiki struktur dan pola pemasaran produk anggota/usaha koperasi, menjadi
alat mekanisme transfer pendapatan untuk mendorong pemerataan, dan sebagai
insentif untuk mendorong produksi dan kreasi inovasi.

Pengalaman pembiayaan koperasi dapat dilihat dari skim maupun program
pemerintah dalam memfasilitasi perkuatan modal. Pengalaman membicarakan lesson
learn/best practice, kegagalan dan keberhasilan, kelemahan dan kelebihan, serta
keefektifan. Kita dapat mengungkap bagaimana pengalaman tentang Bank Desa,
Kredit Usaha Rakyat, modal awal padanan, asuransi dan reasuransi kredit,
penjaminan kredit, penjaminan simpanan, dan lumbung desa. Demikian pula praktek
P3KUM maupun pemberian bantuan bantuan sosial (Bansos) bagi KUMKM. Secara
praktek, koperasi temasuk lembaga yang tahan banting, walau seringkali sisi
negatif/lkekurangan yang diberitakan. Padahal prestasinya melebihi kelemahannya,
misalnya cukup besar dana simpanan dan cadangan akumulatif yang dimiliki koperasi
secara nasional dibanding dengan piutang negara yang dimiliki koperasi, misalnya
kasus KUT. Efek halo dan stereotipe kegagalan koperasi di masa lalu cenderung
dijadikan alasan kelemahan lembaga koperasi, yang seringkali kurang sebanding
dengan efek positif keberhasilan yang ada. Disini terjadi pula proses asimetris
informasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Sejarah mencatat
bahwa KUMKM terbukti tahan banting. Hal ini ditunjukkan oleh keterandalanya
dalam pengalaman pasca krisis ekonomi perekonomian yang digerakkan rakyat
dalam bentuk koperasi dan UKM mampu bertahan dan tetap hidup. Keadaan ini
tentunya memberikan keyakinan agar terus membantu, mendorong, dan
membesarkan gerakan koperasi.

Namun demikian harus disadari pula bahwa lambannya pertumbuhan koperasi
ditentukan oleh keaktifan dan interaksi anggota di dalam organisasi dan usaha
koperasi. Anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. Persoalan yang cukup
parah yang dihadapi gerakan koperasi saat ini adalah terdapat sejumlah indikasi
bahwa anggota tidak merasa sebagai pemilik, kemampuan manajerial dan
entrepreneurship skill yang sangat terbatas dalam mengelola koperasi sebagai badan
usaha yang profesional. Terlebih lagi gotong royong sebagai nilai sosial yang dulu
menjadi nilai dasar koperasi, sekarang ini mulai kehilangan pegangan, sejalan
dengan kegiatan koperasi sebagai badan usaha/ekonomi yang cenderung bermotif
komersial semata dan hanya mempertimbangkan biaya dan nilai
transaksi’keuntungan mendorong koperasi terjebak dalam komersialisasi semu.
Kondisi ini dapat terlihat pada beberapa situasi, yaitu koperasi sebagai badan usaha
terus berkembang tetapi akar keorganisasiannya rapuh; usaha koperasi semakin
berkembang, tetapi anggotanya tercerabut dari kegiatan perkoperasian; usaha
koperasi berkembang untuk pengurus tetapi anggotanya terkooptasi; koperasi
berkembang sebagai papan nama koperasi semata, tetapi jauh dari prinsip dan nilai
koperasi. Jika keadaan ini terus berlanjut dan dianggap lumrah, maka koperasi dalam
jangka panjang akan sakit. Sakitnya suatu organisasi koperasi membutuhkan waktu
untuk mengatasi atau mengobatinya, karena menyangkut tatanan nilai, pranata sosial,
dan atmosfir bisnis dari kelembagaan koperasi secara internal maupun eksternalnya.
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KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pembangunan dan pengembangan koperasi bersifat kompleks, sehingga
memerlukan koordinasi dan dukungan sektor-sektor lain. Pendekatan lintas sektoral
dan integratif dapat menghindari overlapping program, duplikasi kegiatan yang
mengakibatkan pemborosan anggaran. Terdapat beberapa upaya pemberdayaan
usaha mikro kecil dalam bentuk tiga jenis kredit yaitu kredit umum, kredit khusus
(program). Bank Indonesia (Bl) juga memiliki program bantuan teknis untuk
meningkatkan akses usaha kecil terhadap kredit perbankan, antara lain : Program
Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Program Kemitraan Terpadu, dan Proyek Kredit
Mikro. Kebijakan lainnya berupa penyisihan 5% dari laba BUMN untuk
pengembangan usaha kecil, usaha kecil yang memiliki potensi ekspor, pembentukan
Pos Ekonomi Rakyat (PER). Skim pemberdayaan ini diharapkan dapat berfungsi
sebagai pusat informasi bagi UKM.

Kredit Program menyangkut prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit,
bunga kredit, tenggang waktu pengembalian, sasarannya/target, rentang waktu, serta
indikator keberhasilan program. Selanjutnya Ashari (2009) menyatakan bahwa faktor
yang harus diperhatikan dalam kredit program adalah tahapan usaha dan
pengalaman berusaha, koordinasi untuk menghindari tumpang tindih antar program
yang kontradiktif, kejelasan tujuan yang ingin dicapai implementasi program.
Beberapa bentuk pembiayaan pembangunan dan skim kredit dijelaskan pada Tabel 1
di bawah ini.

Tabel 1

PembiayaanPembangunan dan Skim Kredit/Pembiayaan

Disamping skim kredit di atas, juga terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan
akses UKM sentra ke dalam sumber modal, pasar, informasi, dan teknologi. Skim-
skim antara lain:

1) Skim Modal Awal Padanan (MAP) yang disalurkan kepada KSP/USP Koperasi,
2) Skim layanan pengembangan bisnis melalui BDS,

3) Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR),

4) Skim peningkatan akses UMKM terhadap sumber permodalan melalui jaminan

Resi Gudang,

5) Skim Surat Utang Koperasi (SUK),

6) Skim MAP pola ventura dan Inkubator,

7) Skim P3KUM pola Syariah dan konvensional,

8) Perkasa syariah dan konvensional,

9) Skim Penjaminan kredit dan Anjak piutang,

10) Skim Prospek Mandiri,

11) Skim Pembiayaan calon TKI dan Tanggung Renteng.

44

CO-VALUE Vol. 2 No. 1/Tahun 2011



Secara normatif, terdapat beberapa kelebihan dari keberadaan koperasi sebagai
LKM, yaitu berupaya dalam pengentasan kemiskinan, bertindak sebagai lembaga
pengembangan ekonomi rakyat. Koperasi sebagai LKM tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat, koperasi mengakar di masyarakat, dan koperasi mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).

Disamping kelebihannya, Koperasi sebagai LKM juga dihadapkan pada beberapa
permasalahan, di antaranya kemampuan menghimpun dana yang berasal atau
mengandalkan jumlah anggota. Kemampuan menyalurkan dana di koperasi terbatas
karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha. Koperasi juga dihadapkan
kemampuan manajemen operasional yang dalam prakteknya sangat tergantung pada
pengurus koperasi. Kemampuan menghasilkan keuntungan dari jasa keuangan mikto
juga masih tergantung dari kemampuan pengurus koperasi dan komitmen anggota.
Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan dari koperasi dalam membangun
jaringan dan akses pasar yang masih terbatas, semakin diperparah lagi dengan
kemampuan perencanaan dan pelaporan koperasi yang kurang.

Tabel 2. Komparasi Potensi dan Permasalahanyang dihadapi LKM
Sumber : Wahyudin dalam Wijono (2005)

Aspek BPR dan BRI Unit Desa Koperasi
Kemampuan Menghimpun | Mengandalkan tingkat suku Mengandalkan jumiah
Dana bunga rata-rata bankumum anggota
Kemampuan Menyalurkan |Rasio Loan to Deposit Ratio Terbatas karena kemampuan
Dana {LDR) namun kualitasnya perlu | SDM dan pengalaman usaha
diperhatikan
Kemampuan Manajemen | Tergantung pada beberapa Tergantung pada pengurus
Operasional SDM kunci koperasi
Kemampuan Menghasilkan | Relatif lebih baik dibanding Tergantung dari kemampuan
Laba bankumum pengurus koperasi dan
komitmen anggota
Kemampuan jaringan dan | Fokus pada usaha Masih Terbatas
akses pasar perdagangan
Kemampuan perencanaan | Masih beragam, khususnya Kurang
danpelaporan BPR yang memiliki modal

terbatas danyang beroperasi
di luar Jawa dan Bali

Lembaga Keuangan Formal cenderung memberikan prioritas untuk masyarakat
perkotaan, skala transaksi yang besar, dan memberikan pinjaman non pertanian.
Disamping itu, Lembaga Keuangan Formal cenderung rendah/sedikit memberi insentif
masyarakat perdesaan, yaitu kesulitan administrasi (menyebar secara geografis,
lemahnya komunikasi), resiko sistematis ( musim, kovarian pendapatan), kurangnya
informasi, tidak adanya alat standar pinjaman (laporan keuangan atau asal usul
kredit), serta permasalahan pengembalian (berkait dengan musim panen,
pengembalian modal kerja). Koperasi sebagai LKM memiliki kelemahan dan
kelebihan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa simpan pinjam pada koperasi
relatif memiliki besaran dan jumlah simpanan kecil, besaran dan jumiah pinjaman
kecil, jumlah nasabah cukup banyak, dan belum mampu menghimpun dana dan
memobilisasi sumberdaya .
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Tabel 3. Peta Lembaga Keuangan Mikro Indonesia {(Sumber : Arsyad, L., 2008)
tembaga Keuangan vkeuangan Mikro Semi: Keuangan Mikro
Mikro Farmal Formal informat

BR1Unit-Desa
'Bank Dagang

Pemberi Pinjaman
Perseorangan (komersial
ial

Pengembangan

HuburdganBankdengan
Kelompok Swadaya
Masyarakat

Proyek Mikro Kredit

Pelepas Uang

Besley (1994) menyatakan pasar kredit bersifat tidak sempurna karena persoalan
kepemilikan informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Hal ini diikuti dengan
efisiensi pareto yang rendah sehingga menyebabkan penawaran kredit tidak pernah
memenuhi semua permintaan kredit yang ada. Informasi yang tidak sempurna
menyangkut infomasi tidak simetris (asymmetric information), moral hazard,
kesalahan pemilihan (adverse selection), dan pencatuan kredit (credit rationing).

Pasar kredit perdesaan mengandung tiga hal (Hoff & Stgilitz, 1990), yaitu masaiah
penyaringan (screening problem), masaah insentif (incentive problem), masalah
penegakan (enforcement problem). Selanjutnya pendapat ini didukung oleh Besley
(1994), yang menyatakan bahwa pasar kredit perdesaan mengandung tiga ciri utama,
yaitu kelangkaan agunan, kurang berkembangnya lembaga komplementer, serta
terjadinya risiko kovarian dan pasar yang tersegmentasi ( kegagalan pelunasan
karena perubahan harga produk, fluktuasi harga dan cuaca, serta kegagalan pada
sekelompok individu atau pada satu daerah geografis). Perbandingan kinerja LKM
koperasi dengan non koperasi dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4 Komparasi Kelembagaan Keuangan Mikro

Uralan BRI U nit Desa BPR Pegadalan Ko perasi KKP

Keragaan kredit

. lenis Modal Modal Pegadaian SP Program
Kerja,konsumsi Kerja ,konsumsi

. Kelompok sasaran Umum Umum Umum Umum Umum

. Nilai Plafon (Rp 000) 50-50.000 250-50.000 10-5.000 100-30.000 500-700

. Bentuk kredit Uang tunai Uang tunai Uang tunai Uang tunal Uang tunai

. Lama pinjaman (bulan} | 6-60 3-30 6-60 1-12 6

. Suku bunga (%/tahun) |24 36 30-42 36 dan 60 18

. Jenissanksi Penyltaan Penyitaan agunan | Pelelangan Penahananagunan |Penahanan
agunan agunan agunan

Aturan Pengajuan kredit

. Jenisagunan STanahdan S.Tanah dan’ Barang S.Tanahdan S.Tanah dan
Bangunan, Surat | Bangunan, Surat |Bergerak Bangunan, Surat Bangunan
Berharga Berharga Berharga

. Carapengajuan Individu individu Individu Individu Berkelom pok

. Penyaluran Individu individu Ind ividu Individu Berkelompok

Aturan Pengembatlian

. Bentuk Pengembalian JUang tunai Uangtunai Uang tunai Uang tunai Yang tunai

. Waktu Pengembalian [Bulanan Bulanan 15 hari sekali Harian, mingguan, |Pascapanen

butanan

{Sumber : Supriatna, 2009)
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Yaron (1994) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat LKM yang berhasil
(1) Suku bunga pinjaman positif cukup tinggi, mampu menutupi biaya keuangan yang
tidak bersubsidi untuk mempertahankan nilai riil ekuitas; (2) Mencapai tingkat
pengembalian yang tinggi; (3) Menawarkan suku bunga yang cukup tinggi untuk
menjamin agar tabungan sukarela meningkat secara signifkan sehingga mampu
membiayai portofolio pinjaman; (4) Efisien dalam mekanisme pemberian kredit (biaya
transaksi dan biaya administrasi yang rendah), dalam proses penyeleksian,
pemrosesan pinjaman, dan mobilisasi melayani tabungan.

Koperasi sebagai lembaga pelayanan masyarakat diharapkan dapat menjadi
lembaga yang berkelanjutan. Koperasi dikatakan sebagai LKM yang berkelanjutan
(Sustainabilitas LKM), jika memenuhi kriteria di bawah ini , yaitu :

1) Sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang dibantu

2) Menyatu (embedded) dan terkait dengan jaringan institusi lokal
3) Terbangunnya konstruksi sosial (socially constructed)

4) Tersedianya pengaturan sosial-ekonomi untuk memenubhi tujuan
5) Terbangunnya aksi sosial dan hubungan sosial

6) Pengaturan kelembagaan

7) Budaya dan motivasi diri

8) Nilai-nilai yang mengatur tingkah laku

9) Institusi pendukung

10) Partisipasi

PEMBELAJARAN PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI : P3KUM

P3KUM adalah salah satu program dan bagian rangkaian kegiatan pemerintah
dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui
peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilakukan dalam bentuk perkuatan
permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP).
Program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan
permodalan,serta memperkuat peran dan posisi KSP/USP termasuk koperasi yang di
kelola. Koperasi bertindak sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro, sehingga
program ini secara makro diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan
mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu temuan lapangan (Panggabean, 2008) didapat bahwa kebijakan
perijinan untuk minimarket/supermarket berpengaruh terhadap keberhasilan program
ini. P3KUM memfasilitasi para pedagang pasar, namun kebijakan ini akan
berpengaruh pada omzet dan keuntungan pedagang di pasar tradisional, sehingga
berakibat pada terhambatnya pelunasan atas pinjaman atau pembayaran cicilan ke
koperasi. Kesuksesan suatu program perlu secara jeli melihat fenomena karitas dan
keberlanjutnya, gejolak apa yang muncul, bagaimana tindak lanjutnya dan
sejauhmana ketergantungan masyarakat yang diakibatkan oleh program P3KUM.

Pembelajaran P3KUM juga menunjukkan gejala dengan munculnya koperasi
dadakan, karena mudahnya membuat koperasi. Salah satu yang harus diwaspadai
adalah munculnya koperasi yang kerap kali tidak didasari dari/oleh keinginan anggota
untuk membentuknya, tapi muncul dari keinginan sekelompok orang yang mengambil
kesempatan serta hanya ingin mendapat dana bantuan dalam jumiah besar dengan
jasa kecil dari program pemerintah. Keadaan ini menimbulkan pandangan bahwa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan P3KUM dianggap oleh masyarakat
sebagai dana bantuan P3KUM dari Pemerintah atau dana dari Kementrian Koperasi
dan UKM berstatus sebagai dana hibah,dan tidak perlu dikembalikan kepada
Pemerintah. Ini merupakan moral hazard yang tidak mendidik kepada masyarakat
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dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang hal ini menjadi penyakit masyarakat
yang pada akhirnya membunuh diri gerakan dan organisasi koperasi itu sendiri. Oleh
karena itu, setiap skim program pemerintah menyangkut pembiayaan koperasi
selayaknya dikaji secara mendalam bukan hanya pencapaian pelaksanaan program,
tetapi juga mengukur tingkat kerentanan sosial ekonomi yang mungkin terjadi dan
tingkat keberlanjutannya; tidak hanya penyelesaian program, tetapi juga
memperhatikan keefektifan dan timbal baliknya; serta tidak hanya menghabiskan
dana, tetapi juga memperhitungkan rasio putaran dan komparasi hasil dan biaya dari
aktivitasnya.

KONSEP PIA (PRINCIPAL-INTERMEDIARIES-AGENT) DAN KEBERADAAN KOPERAS!

Pelibatan agen dalam sistem pemberian kredit sebagai satu mekanisme teknik
pemberian pinjaman berbasis karakter (character based lending technique) dikuti
dengan pengawasan lokal menunjukkan kinerja yang efisien untuk menghindari
kesalahan fatal di dalam menilai kemungkinan pengembalian pinjaman. Mengacu
pada pendapat Van der Meulen, et.al (2005) mengenai proses dan organisasi PIA
(Principal, Intermediaries, Agent), maka terdapat beberapa konfigurasi yang dapat
dilakukan oleh koperasi untuk mengefektifkan fungsi dan perannya bagi dan terhadap
anggotanya maupun lembaga keuangan perbankan.

Pada skema 1, Koperasi bertindak sebagai mediator antara anggota dengan
bank. Pada skema ini terdapat kerjasama bank dengan koperasi guna mamfasilitasi
pemanfaatan jasa layanan perbankan bagi anggota koperasi, misalnya gaji, dana
pensiun, dana asuransi jiwa, dan simpanan anggota. Anggota memiliki otoritas
individu dalam memanfaatkan jasa layanan perbankan dan memperoleh nilai tambah
lebih jika berstatus pula sebagai anggota koperasi. Koperasi mendapatkan manfaat
dari ikatan kerjasama dengan bank dan manfaat kepercayaan layanan operasional
terhadap anggota, sehingga meningkatkan rasa memiliki, motivasi anggota untuk
menyimpan uangnya di koperasi, memanfaatkan unit usaha layanan koperasi
(waserda, sarana produksi, pembayaran listrik/ppob, simpan-pinjaman, perumahan,
dll ). Skema ini menunjukkan terdapat hubungan simbiosis mutualistik antara bank
dengan koperasi dan antara koperasi dengan anggotanya.

Pada skema ke-2 dan ke-3, menunjukkan belum adanya keterpaduan relasi-relasi
antara bank dengan koperasi dan koperasi dengan anggotanya. Pada skema ke-2,
koperasi melakukan hubungan intim dengan bank dan hanya menempatkan anggota
sebagai pihak konsumen. Pada kondisi ini, koperasi juga berposisi sebagai
kepanjangan tangan dan kaki tangan pihak perbankan, koperasi menjadi “broker”
antara bank dengan anggota, sehingga koperasi cenderung bertindak sebagai
koperasi papan nama. Hampir sama dengan skema ke-2, pada skema ke-3 koperasi
memiliki hubungan yang kuat dengan anggota tetapi layanan koperasi tidak memiliki
akses ke perbankan. Pada kondisi ini koperasi kurang atau tidak mendapat
kepercayaan dari perbankan walaupun koperasi berinteraksi kuat dengan anggota.
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Gambar 1. Proses dan Organisasi intermediasi {dimodifikasi dari Van der Meulen, et.al, 2005)
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Pada skema ke-2 dan ke-3 ini terjadi masalah prudential banking kepada lembaga
koperasi dan UMKM, akses koperasi terhadap permodalan terbatasi, karena latar
belakang agunan, atau jaminan kepemilikan aset, sehingga transaksi koperasi dengan
perbankan kecil atau kinerjanya rendah (NPL, LDR, ICOR,dil). Bank dengan prinsip
kehati-hatiannya enggan berhubungan dengan anggota koperasi, kecuali koperasinya
mampu memberikan keyakinan kepada bank bahwa transaksinya aman atas jaminan
aset koperasi (pengurus). Praktek ini mengakibatkan rendahnya rasio pinjaman dan
simpanan bank terhadap koperasi, NPL yang tinggi, dan bank yang cenderung
bertindak atas dasar adverse risk. Dalam jangka panjang, hubungan intermediasi
perbankan menjadi tidak harmonis dengan koperasi dan anggotanya, termasuk
UMKM, di antaranya menyangkut keeganan perbankan melayani perkreditan KUMKM
atau tidak sehatnya perbankan dalam melakukan fungsi intermediasi bagi pelaku
usaha KUMKM di perdesaan karena bank melakukan tindakan ketat terhadap layanan
perbaikan (adverse risk) terhadap petani/nelayan/umkm serta bank menetapkan
aturan di perdesaan berbasis layanan perkotaan terhadap produk maupun SDM
koperasi, padahal perdesaan memiliki karakteristik berbeda dengan perkotaan. Meski
pihak perbankan dan koperasi tidak dirugikan, namun kedua skema ini dalam jangka
panjang berakibat pada semakin menganganya kesenjangan antara perdesaan dan
perkotaan, munculnya praktek kooptasi (moral hazard), terjadinya polinormatif
kelembagaan ekonomi perdesaan, dan degradasi lingkungan sosial ekonomi dan
budaya sebagai korban urban bias dan penyedotan (leakages) sumberdaya dari para
pelaku usaha perbankan, koperasi, anggota, dan masyarakat.

Skema ke-2 dan ke-3 perlu diwaspadai oleh segenap pihak/stakeholder dalam
menetapkan kebijakan/program bagi KUMKM. Meskipun telah diingatkan akan
kemungkinan kejadian negatif dan tindak eksploitatif ini , pada kenyataannya terdapat
cukup banyak perilaku ini, tentunya hal ini memberikan pembelajari berarti bahwa
rendahnya pemahaman dan kemajuan koperasi berkait dengan proses pembiaran
praktek kedua skema ini secara terus menerus tanpa terkendali dari waktu ke waktu.
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Gambar 2. Skema 4 PIA

Skema ke-4 merupakan skema hubungan integratif dan hubungan simbiosis
mutualistis antara anggota koperasi, UMKM, masyarakat dengan koperasi. Dalam
skema ini terdapat mutual understanding dan mutual agreement dari segenap
mansyarakat terhadap usaha dan organisasi koperasi, sehingga koperasi menjadi
aktor, mesin pertumbuhan , dan roda penggerak perekonomian pada berbagai tingkat
wilayah (lokal, nasional, dan global). Koperasi bertindak untuk dan atas nama
anggota, UMKM, masyarakat mewujudkan koperasi sebagai kelembagaan dan badan
usaha yang mampu memberikan kesejahteraan bagi semua pihak, terutama
anggotanya. Pada kondisi ini, keberadaan koperasi dirasakan manfaatnya oleh
berbagai pihak secara berkelanjutan, di antaranya meningkatkan omset usaha
anggota dan koperasi, menghemat biaya transaksi dan transportasi,
menumbuhkembangkan rasa solidaritas, berbagi pengalaman, berbagi informasi-
inovasi, membangun kebersamaan, proses pendampingan mengelola keuangan,
membantu ekonomi dan kesehatan keluarga, serta memperbaiki infrastruktur
lingkungan usaha yang menunjang dan memperlancar proses pengembangan
ekonomi lokal yang berkelanjutan. Skema ini juga mengindikasikan bahwa gerakan
koperasi perlu memiliki bank koperasi yang kuat dan tangguh yang mampu
memberikan layanan optimal bagi anggota kopetrasi, perusahaaan koperasi, maupun
masyarakat .

TIPOLOGI PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI

Dimensi proses, bentuk kegiatan, dan lokasi perlu dilihat dalam upaya penguatan
pembiayaan koperasi, sehingga penguatan pembiayaan menghasilkan koperasi yang
kuat modal, kuat usaha, kuat pengelolaan, dan keberadaan koperasi mampu
mempromosikan dan bermanfaat bagi usaha anggota dalam jangka pendek maupun
panjang. Secara tipologi, penguatan pembiayaan koperasi mempertimbangkan dan
memperhatikan beberapa dimensi, yaitu produk, sumberdaya manusia, lokasi,
capaian kualitas hidup. Penguatan pembiayaan koperasi bertujuan untuk
meningkatkan motivasi, keterampilan, dan saing SDM koperasi dalam menghasilkan
produk (barang maupun jasa), sehingga akses permodalan ini akan mendukung
proses produksi, inbound and outbound logistic, serta pemasaran dari usaha koperasi
maupun anggota-anggotanya.
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Penguatan pembiayaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan barang dan jasa,
seni, ide-gagasan koperasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga akses
permodalan ini akan mendukung produktivitas, daya kreasi, kenyamanan dan
keamanan usaha, aktualisasi dan pemberdayaan lingkungan bagi usaha koperasi
maupun anggota-anggotanya. Demikian pula pada dimensi kualitas hidup dan lokasi,
dimana terdapat kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, keadilan yang terwujud
dalam berkoperasi didukung oleh lokasi sebagai wadah usaha yang mendukung
usaha produktif dan kreatif anggota dan koperasi. Tatanan nilai solidaritas,
kolektivitas, dan keterbukaan dalam berkoperasi dapat terwujud jika didasarkan atas
kesadaran untuk berperan dan berinteraksi aktif bagi kemajuan bersama koperasi
serta bermanfaat untuk segenap SDM koperasi (pengurus, pengawas, manajer,
karyawan) secara berimbang.

Gambar 3. Penguatan Pembiayaan Koperasi
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Penguatan pembiayaan koperasi berdasarkan lokalitas dimaksudkan : (1) Untuk
menciptakan lokalitas melalui kegiatan yang bernilai produktif dan bernilai tambah
bagi anggota dan perusahaan koperasi, (2) Bersifat intrinsik berdasarkan kearifan
lokal, (3) Meningkatkan lokalitas dimana koperasi berada, sehingga mendapat
pengakuan secara kegiatan usaha dan wilayah, (4) Setiap kegiatan usaha memiliki
resiko (investasi beresiko ) bagi anggota, pengelola, perbankan,pemasok barang,
pengembang, maupun pemerintah, (5) kegiatan usaha koperasi merupakan milik
anggota, citra dan daya anggota, dan citra dan daya kelompok anggota, “coop activity
is individual own, individual imagine, and group imagine’, (6) kegiatan usaha koperasi
memiliki keunikan baik di perdesaan maupun perkotaan. Kondisi ini mensyaratkan
perlunya ada keseimbangan penguatan pembiayaan koperasi di kawasan perdesaan,
tidak hanya sebatas di perkotaan.

Penguatan pembiayaan koperasi di perdesaan sedapat mungkin menghindari
muatan urban bias atau formalitas kredit program. Koperasi melakukan berbagai
kegiatan yang terdifferensiasi dalam rangka memuaskan (satisfy) bagi anggota ,
pengelola, masyarakat, dan pemerintah; meningkatkan kapasitas layanan dan
kegiatan bernilai surplus; setiap kegiatan koperasi mempertimbangkan biaya atas
uang (Cost of money - marginal cost, marginal profit); serta koperasi memberikan
nilai layanan yang terbaik bagi anggota sesegera mungkin dan sesuai kebutuhan
terkini saat dibutuhkan.

Sebagai lembaga ekonomi lokal, koperasi melakukan kegiatan usaha yang
menguntungkan (profitably), dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi yang
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menyebar bagi anggota, perusahaan koperasi dan masyarakat. Kegiatan koperasi
juga dijalankan dengan biaya murah (cheaply), dimana koperasi mampu melakukan
kegiatan yang bernilai tambah dengan biaya layanan rendah (a zero —priced freely);
mampu mengakses barang publik (accessible public goods); mampu memberikan
kegiatan layanan murah, selektif, menyenangkan, ketepatan interpretasi dan
pemahaman mengenai 6 WH (apa, siapa, kapan, mengapa, dimana, syarat dan
mekanisme), manajerial profesional mengelola koperasi sebagai perusahaan;
memberikan biaya layanan yang sedapat mungkin memberikan nilai manfaat yang
jauh lebih besar bagi anggota dan koperasi secara simultan; serta
mempertimbangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja koperasi dan
menginternalisasi norma secara integratif dalam organisasi dan lembaga koperasi.
Dalam arena kompetisi, penguatan pembiayaan koperasi dilakukan dengan
mengakselerasi kegiatan usaha berbasis budaya berkoperasi, kegiatan berbasis
sektoral (perdagangan dan retail, pertanian, keuangan, konstruksi, parwisata/hotel
&restoran, pertambangan & energi, dll); jejaring antar tempat dan destinasi lokasi
pemasaran; dan pengembangan tingkat layanan koperasi bagi anggota dan
diferensiasi produk koperasi yang berorientasi pasar dan berkesinambungan.

HEXAGONAL PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI
Penguatan pembiayaan koperasi akan jauh lebih baik jika berlandaskan kepada
hexagonal yang saling mengikat satu dengan lainnya. Hexagonal ini meliputi program
intensifikasi, ekstensifikasi, penguatan usaha anggota, keuangan dan usaha koperasi,
keberlanjutan jaringan, dan kesejahteraan dan kelembagaan ekonomi rakyat. Hal ini
bermakna bahwa setiap skim pembiayaan koperasi dapat dipantau dan dievaluasi
pada keenam bidang ini, misalnya jika skim kredit program ditujukan untuk
intensifikasi pertanian, maka segala komponennya juga harus dapat terukur pada lima
bidang penguatan lainnya, sehingga dapat terlihat dengan jelas interrelasi, tingkat
efektivitas, kontribusi, dan pengaruh dari skim tersebut pada setiap bidangnya. Jadi
setiap skim pembiayaan koperasi dapat terukur tingkat keberhasilan, tingkat
capaiannya, dan tingkat keberlanjutan, sehingga dapat terhindar dari terjadinya
eksploitasi terhadap KUMKM oleh skim itu sendiri. Dengan keterukuran ini dapat
diketahui sejauhmana kecenderungan liberalisasi ekonomi di perdesaan dan
perkotaan, tingkat degradasi lingkungan, maupun sejauhmana marjinalisasinya
terhadap perkoperasian, kawasan perdesaan dan pertanian.
/,, \
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Gambar 4. Hexagonal Penguatan Pembiayaan Koperasi Koperasi
Jika keenam komponen (hexagonal) dalam penguatan pembiayaan tidak tercapai
secara optimal, maka pada dasarnya terjadi kerentanan dalam perencanaan dan
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pengembangan koperasi. Perencanaan koperasi yang gagal berarti perencanaan
menumbuhkembangkan koperasi melalui penguatan pembiayaan koperasi tidak
mempersiapkan  kemungkinan perubahan ke masa depan yang integratif dan
komprehensif, tidak ada kebijakan yang komprehensif dan integral yang menguatkan
skema pembiayaan koperasi; lemahnya kebijakan, antar kota, antar kabupaten, antar
sektor, antar pemerintahan, antar lembaga; serta lemahnya koordinasi menjadi dasar
untuk menyusun suatu situasi, menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi.

PENUTUP

Penguatan pembiayaan koperasi pada dasarnya adalah penguatan usaha
anggota, bukan hanya memperkuat usaha pengurus atau perusahaan koperasi.
Fasilitasi pembiayaan bagi koperasi guna memperkuat koperasi bukan hanya
memperkuat koperasi dalam usahanya, tetapi jauh lebih penting lagi adalah
bermanfaat bagi anggota dalam menjalankan usahanya atau memenuhi kebutuhan
hidup sosial, ekonomi, dan budayanya.

Penguatan pembiayaan koperasi perlu didukung dengan upaya menggalakkan
pemahaman, konsepsi, dan komitmen terhadap koperasi sebagai lembaga sosial
ekonomi sekaligus badan usaha terhadap segenap kelompok masyarakat, agar tepat
dalam memahami dan menjalankan Kkoperasi. Beberapa pemahaman yang
dibelajarkan mencakup : penjiwaan koperasi, individualita, komitmen pengurus,
pengawas, pengelola, solidaritas, manajemen koperasi, serta citra koperasi sebagai
badan usaha profesional dan optimalisasi layanan anggota.

Penguatan pembiayaan koperasi juga bermakna bahwa fasilitasi atau dukungan
pembiayaan koperasi tidak meninabobokan anggota maupun koperasi, atau juga
berarti tidak ada praktek fasilitasi yang hanya dinikmati untuk keuntungan pengurus
semata sementara anggotanya merugi, atau anggota tidak membayar sehingga
menggerogoti keuangan koperasi yang berakhir dengan matinya koperasi. Tujuan
pencapaian penguatan koperasi secara normatif dirumuskan dari, oleh, dan untuk
anggota koperasi, sehingga komitmen anggota menjadi sangat penting dan kunci
keberhasilan koperasi.
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